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SEKKAB PARMOUT dari hal ..

dermaga wisata tahun 2013
di Kabupaten Parmout senilai
Rpl.397.241.000. Perencanaan
pembangunan Dermaga Wisata
Desa Sibatang, Kecamatan Moutong,
Pantai Nalera dan Tada Selatan
itu, Ekka Pontoh adalah Pengguna
Anggaran (PA) sekaligus Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK),
sedangkan Damran sebagai rekanan
pelaksana perencanaan pekerjaan.

Dalam amar majelis hakim
menyatakan bahwa terdakwa
Ekka Pontoh tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar
Pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 3
Jo Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun
1999 yang telah diubah dengan UU
Nomor: 20 Tahun 20012 tentang
Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55
Ayat (1) ke- 1 KUHP. Sehingga, hak-
hak terdakwa dipulihkan baik harkat
dan martabatnya.

Diuraikan dalam amar putusan
sejumlah fakta-fakta di persidangan
yang menjadi pertimbangan, hingga
unsur dalam dakwaan primair dan
subsidair JPU tidak terpenuhi.

Perencanaan pembangunan empat.
dermaga wisata di Parmout melalui

BITAHAN dari hal -

lelang di Unit Layanan Pengadaan
(ULP), serta selama proses lelang
tidak ada pengarahan atau intervensi
dari terdakwa Ekka Pontoh. Hal
tersebut diakui oleh saksi-saksi dari
ULP dan Damran.

Terdakwa Ekka Pontoh juga
tidak mengetahui
administrasi empat perencanaan
pembangunan dermaga wisata
ditandatangani oleh Damran.
Demikian penandatangan surat
perintah membayar (SPM) oleh
terdakwa Ekka Pontoh telah sesuai
aturan perundangan-undangan,
karena telah ada tanda tangan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Adapun pinjaman terdakwa Ekka
Pontoh pada Damran sebesar Rpl
miliar merupakan perbuatan murni
perdata. %

Sementara berkaitan LHP BPK
yang menyebutkan telah terjadi
kerugian keuangan negara sebesar
Rp1.219.084.614 (telah potong pajak),
menurut pertimbangan majelis
hakim, sudah dikembalikan ke kas
daerah melalui PT Bank Sulteng
Cabang Palu. Pengembalian itu
dilakukan tiga tahap, masing-masing

Rpl miliar, Rp3 juta serta terakhir
Rp216.084.614.

“Terdakwa (Ekka Pontoh)
mengembalikan kerugian negara
dengan meminjam Rpl miliar pada
saksi Ongki Natsir, jaminannya
sertifikat tanah dan satu BPKB mobil
Yaris. Ini dibenarkan saksi Ongki
Natsir saat memberikan keterangan
di persidangan, tapi tidak dapat
memastikan total jaminan itu,” jelas
majelis hakim.

DAMRAN
RUGIKAN RP765,1 JUTA
Sementara itu, dalam amar majelis
hakim terdakwa Damran terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar
Pasal 8 Jo Pasal 18 UU Nomor:
31 Tahun 1999 yang telah diubah
dengan UU Nomor: 20 Tahun 20012
tentang Pemberantasan Tipikor Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
Sebab terdakwa Damran tidak
melakukan seluruh tahapan dalam
perencanaan pembangunan empat
dermaga wisata di Parmout. Ta tidak
melakukan pekerjaan ‘boring sonder’,
padahal pekerjaan tersebut untuk
menentukan kekuatan dermaga yang

dibangun. Sehingga mengakibatkan
kerugian keuangan negara sebesar
Rp765.116.515.

“Rekomendasi BPK untuk
mengembalikan temuan kerugian
keuangan negara dalam waktu 60
hari berlaku untuk pejabat negara,
bukan rekanan. Sehingga kerugian
keuangan negara Rp765.116.515
tanggung jawab rekanan,” kata
majelis hakim.

Mendengar vonis kedua terdakwa,
JPU menyatakan sikap pikir-
pikir. Demikian sikap terdakwa
Damran yang didampingi penasihat
hukumnya, Syafruddin A Datu SH
MH.

Sebelumnya, Kamis (22/1/2015)
lalu, terdakwa Ekka Pontoh dan
Damran dituntut JPU pidana penjara
lima tahun enam bulan serta denda
Rp200 juta subsidair enam bukan
kurungan.

Keduanya terbukti melanggar
Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 4 Jo Pasal
18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 yang
telah diubah dengan UU Nomor: 20
Tahun 20012 tentang Pemberantasan
Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1
KUHP. AGk





